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PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau – pulau kecil. Sebelum Kapitulasi Tulang Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan daerah taklukan dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelah itu, Bangka Belitung menjadi daerah jajahan Inggris dan kemudian dilaksanakan serah terima kepada Pemerintah Belanda yang diadakan di Muntok pada tanggal 10 Desember 1816. Pada masa penjajahan Belanda, terjadilah perlawanan yang tiada henti – hentinya yang dilakukan oleh Depati Barin kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Depati Amir dan berakhir dengan pengasingan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintahan Belanda. Selama masa penjajahan tersebut banyak sekali kekayaan yang berada di Pulau ini diambil oleh penjajah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dibentuk di era reformasi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002. Sebelumnya, wilayah ini tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melihat perkembangan timah terdapat museum timah di Pangkalpinang dan Museum Geologi di Belitung yang juga menghadiri koleksi aneka senjata dan Budaya Belitung.    

 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki semboyan Negeri Serumpun Sebalai dan Negeri Laskar Pelangi. Serumpun sebalai adalah semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukan bahwa kekayaan alam dan pluralisme masyarakat provinsi ini tetap merupakan keluarga besar komunitas (serumpun) yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian. Juga dikenal dengan sebutan Negeri Laskar Pelangi dikarenakan terkenal dengan Novel dan film Laskar Pelangi yang dikarang oleh Andrea Hirata putra daerah Gantong Kab. Belitung Timur.
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN GUBERNUR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah  berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,  pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berdasarkan urusan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang seluas-luasnya. Provinsi sebagai Daerah Otonom yang luas menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan. 

Mengacu pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi : Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
Penyelenggara  Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Asas  penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari atas : asas kepastian hukum, asas tertib   penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. 
Adapun Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah adalah sebagai berikut : 

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah :
1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan atau dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :

1. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :

b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kewajiban Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;.

8. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih dan baik;

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

10. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;

12. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

C.  ORGANISASI  PERANGKAT DAERAH

1. Tugas Pokok dan Fungsi

       Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D). Dalam Peraturan Daerah tersebut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri  dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.


    Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a.    Urusan Wajib meliputi :

1)  Pendidikan;

2)   Kesehatan;

3)   Lingkungan hidup;

4)   Pekerjaan umum;

5)  Penataan ruang;

6)  Perencanaan pembangunan;

7)  Perumahan;

8)  Kepemudaan dan olahraga;

9)  Penanaman modal;

10)  Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

11)  Kependudukan dan catatan sipil;

12)  Ketenagakerjaan;

13)  Ketahanan pangan;

14)  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

15)  Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

16)  Perhubungan;

17)  Komunikasi dan informatika;

18)  Pertanahan;

19)  Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

20) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

21) Pemberdayaan masyarakat dan desa;

22)  Sosial;

23) Kebudayaan;

24)  Statistik;

25) Kearsipan;

26) Perpustakaan.

b.    Urusan Pilihan meliputi :

1) Kelautan dan perikanan;

2) Pertanian;

3) Kehutanan;

4) Energi dan sumber daya mineral

5) Pariwisata;

6) Industri;

7) Perdagangan;

8) Ketransmigrasian.
2.  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi  yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan 4 (empat) Peraturan Daerah sebagai berikut :
	1).
	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), terdiri dari : 
1. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, mengkoordinasikan :

· Biro Pemerintahan

· Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten II Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, mengkoordinasikan :

· Biro Pembangunan 
· Biro Perekonomian

3. Asisten III Bidang Administrasi, mengkoordinasikan :

· Biro Organisasi
· Biro Hukum
· Biro Umum dan Perlengkapan

	2).
	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sesuai dengan peraturan diatas terdiri dari beberapa dinas :
1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Kesejahteraan Sosial

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Pekerjaan Umum

6. Dinas Pertambangan dan Energi

7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

9. Dinas Komunikasi dan Informatika

10. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

11. Dinas Kehutanan

12. Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
15. Dinas Pemuda dan Olahraga

16. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah

	3).

	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Lembaga  Lain  Daerah  (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D), terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Sekretariat Bakorluh

3. Sekretariat KORPRI

	4).
	Peraturan   Daerah   Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung Nomor 1  Tahun  2013  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja Inspektorat, Bappeda dan Statistik, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), terdiri dari :

1. Inspektorat

2. Bappeda 

3. Badan Kepegawaian Daerah

4. Badan Lingkungan Hidup Daerah

5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan

8. Badan Ketahanan Pangan

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

10. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

11. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

12. Satuan Polisi Pamong Praja

13. Kantor Perwakilan Provinsi di Jakarta

14. Rumah Sakit Jiwa Daerah

	5).
	Peraturan   Daerah   Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung Nomor  3  Tahun  2013  Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


D. LINGKUNGAN STRATEGIS

a. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Karakteristik Geografis (Lokasi dan Wilayah)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104º50’ sampai 109º30’ Bujur Timur dan 0º50’ sampai 4º10’ Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan :
Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.
Wilayah Administratif



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, maka dengan demikian wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2012 sebagai berikut :

a. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan dan 9 kelurahan

b. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan dan 4 kelurahan

c. Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan dan 7 kelurahan

d. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan dan 3 kelurahan
e. Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan dan 2 kelurahan

f. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan

g. Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan 
2.  Keadaan Alam 
  a. Keadaan Cuaca 
     Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata–rata per tahun 186,10 mm. pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 25,90C sampai dengan 28,30C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Sepanjang Tahun 2012 bulan basahnya hanya selama 3 bulan yaitu bulan Februari, Maret dan November yang ditandai curah hujan diatas 200 mm. Sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Januari dilanjutkan bulan April sampai dengan Oktober kemudian berlanjut pada bulan Desember. Tahun 2012 kelembaban udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar antara 73% sampai dengan 88% dengan rata-rata perbulan mencapai 81,5% dengan curah hujan antara 4,0 mm sampai dengan 466,2 mm. Rata-rata suhu udara selama 2012 di Provinsi ini mencapai 27ºC dengan suhu udara maksimum tertinggi 28,0 ºC yang terjadi pada bulan September dan suhu udara minimum terendah 26,1 ºC terjadi pada bulan Februari. 
. 2. Topologi 
Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 mdpl dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk gunung Maras (Bangka) mencapai 699 mdpl, Gunung Tajam Kaki (Belitung) ketinggian ± 500 mdpl. Sedangkan untuk daerah perbukitan seperti bukit Menumbing (Bangka Barat) ketinggiannya mencapat ± 445 mdpl dan bukit Mangkol (Bangka Tengah) ketinggiannya sekitar ± 395 mdpl.
     3. Keadaan Tanah 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi bahwa tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai pH atau reaksi tanah yang asam rata-rata di bawah 5, akan tetapi memiliki kandungan alumunium yang sangat tinggi. Didalamnya mengandung banyak mineral biji timah dan bahan galian serupa pasir, kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat dan lain-lain. 

         Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz), dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

     Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (semak belukar) mencapai 112.019 Ha. Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.
4. Hidrologi 
Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitungmerupakan satu kesatuan dari bagian daratan Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. 

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai 2 (dua) jenis perairan yaitu: perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah utara, timur dan selatan pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat diselat Bangka dan teluk Kelabat di Bangka bagian utara. Sementara itu perairan dipulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. 

b) Demografi

Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 sebanyak 1.298.168 jiwa. Populasi penduduk ini meningkat sebanyak 44,25% jika dibandingkan sepanjang tahun 2000 yang berjumlah 899.968 jiwa, artinya sepanjang dua belas tahun terakhir ini, penduduk Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk laki – laki pada tahun 2012 sebanyak 673.535 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 624.633 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2012 sebesar 108%, artinya pada tahun 2012 untuk setiap 208 penduduk di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 108 penduduk laki – laki.  
Laju pertumbuhan penduduk mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,10% pertahun Tingginya jumlah pertumbuhan penduduk ini selain disebabkan oleh tingkat jumlah kelahiran namun juga oleh tingginya tingkat migrasi penduduk dari daerah lain dalam rangka mencari lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagian besar penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendiami Kota Pangkalpinang. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Pangkalpinang yang luas geografisnya hanya 1% dihuni oleh 14% penduduk. 
e. TANTANGAN
Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah ke depan, baik bidang Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK), Politik, Keamanan Dan Ketertiban, Hukum Dan Aparatur, Pembangunan Wilayah Dan Tata Ruang, Penyediaan Sarana Dan Prasarana, Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Lingkungan Hidup.
1.   Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tantangan yang dihadapi dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama memperhatikan kondisi saat ini yang harus ditingkatkan, berbagai prediksi dan target yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2025.

Pembangunan kependudukan tidak terlepas dari upaya untuk  pengendalian pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas dan mengarahkan mobilitas penduduk. Tanpa upaya pengendalian pertumbuhan maka jumlah penduduk akan berkembang pesat. Meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja dan lebih lanjut akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penganggur dan penduduk miskin. Sementara itu tanpa upaya peningkatan kualitas penduduk, maka daya saing sumber daya manusia tetap rendah dan sulit untuk mencapai kemajuan. Sejalan dengan hal tersebut, pengarahan mobilitas penduduk terus dilakukan sehingga ketimpangan sebaran penduduk dapat  ditekan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka tantangan yang dihadapi dalam bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ke depan antara lain :

1) Pengendalian laju pertumbuhan, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk.
2) Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui peningkatan kualitas tenaga kerja yang kompetitif untuk pasar kerja dalam dan luar negeri serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan budaya kewirausahaan.

3) Peningkatan akses, kualitas dan tingkat efisiensi pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan peningkatan kompetensi,  pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan, serta peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

4) Pengembangan dan peningkatan tradisi membaca di seluruh lapisan masyarakat seiring dengan pesatnya informasi global.

5) Peningkatan prestasi pemuda dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya pengembangan kreativitas, seni dan olahraga.

6) Peningkatan partisipasi masyarakat dan peran serta pemerintah dalam penanggulangan berbagai penyakit menular.

7) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

8) Penurunan jumlah penduduk miskin pada waktu yang akan datang banyak kendala karena semakin kompleksnya faktor penyebab kemiskinan.

9) Peningkatan ketahanan budaya lokal dari pengaruh budaya asing.

10) Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan pengembangan kerukunan antar umat beragama, dalam rangka menciptakan iklim kondusif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

11) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.
2.   Ekonomi

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan adalah : 

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berlanjutan di tengah makin intensifnya pasar bebas dan globalisasi, sehingga perlu peningkatan kualitas produk barang dan jasa, agar mampu bersaing di pasar global, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal, dengan mengacu Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional.

2) Revitalisasi ekonomi kerakyatan melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, pemanfaatan IPTEK yang makin intensif, regulasi investasi yang didukung pemerintahan yang baik, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta pengembangan agrobisnis dan industrialisasi perdesaan.
3) Terus memantapkan ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan rumah tangga, sebagai upaya : penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal, dan implementasi Sustainable Development.

4) Semakin terbatasnya sumber energi yang tidak terbaharui (irrenewable) maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu terus mengembangkan berbagai sumber energi alternatif, bagi kesejahteraan masyarakat.
3.   Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tantangan yang dihadapi dalam bidang Iptek antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu untuk meningkatkan daya saing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju masyarakat yang maju dan sejahtera perlu diantisipasi dengan membangun keterpaduan dalam pengembangan Iptek yang melibatkan secara intensif para pelaku penelitian baik dari perguruan tinggi, perusahaan maupun pemerintah daerah. 
4.  Sarana dan Prasarana
Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana prasarana saat ini, untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut menjadi tantangan yang cukup berat di masa datang. Di bidang perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta perkembangan perekonomian wilayah, maka tantangan yang dihadapi adalah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah direncanakan sebelumnya yang selanjutnya guna mengembangkan sistem transportasi wilayah yang efisien dan efektif,  dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta dapat menghubungkan antara daerah (sentra-sentra) produksi dengan daerah pemasaran, serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

Di bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman ke depan diarahkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan yang dihadapi bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen Millenium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015 harus mampu memenuhi separo dari kebutuhan cakupan layanan. 

Tantangan yang berat juga dihadapi di bidang sarana prasarana sumber daya air dan irigasi, adalah untuk menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Guna memenuhi hal tersebut, maka harus mampu menjaga kondisi mantap terhadap bangunan-bangunan sumber daya air dengan melibatkan masyarakat, mengembangkan prasarana penampung air, dan peningkatan pengendalian daya rusak air, serta peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana sumberdaya air.
4.  Politik
Tantangan yang dihadapi bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggungjawab, serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.
5.  Keamanan dan Ketertiban
Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas daerah guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
6.  Hukum dan Aparatur
Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum dan aparatur adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Disamping itu adalah peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Aparatur pemerintah ke depan dituntut lebih transparan, akuntabel dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan publik. 
7.  Wilayah dan Tata Ruang
Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam, maka   ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan penataan ruang ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stake-holders. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula. Sehingga tantangan yang dihadapi di bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen perta-nahan berbasis masyarakat.

Kerjasama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan, hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.
8.  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Laju pembangunan 5 tahun terakhir selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam, baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya konservasi sumber daya alam, mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatnya pemanasan global serta meningkatnya potensi kejadian bencana banjir, angin puting beliung dan kekeringan.

Eksploitasi air bawah tanah secara besar‑besaran, penambangan golongan "C" yang tidak terkendali sampai saat ini masih sering terjadi. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan sumber daya dan semakin memperparah Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air.
Eksploitasi kelautan dan perikanan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, banyaknya pengerusakan terumbu karang yang tidak dibarengi dengan penanaman kembali terumbu karang, pengambilan hasil-hasil laut dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kelangsungan hidup yang lebih lama, dapat mengurangi habitat ekosistem laut kepulauan Bangka Belitung yang indah.
f. MODAL DASAR
Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Jawa Tengah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis memiliki letak yang strategis, yaitu sebagai daerah kepulauan yang banyak dilalui oleh kapal – kapal perdagangan, Oleh karena itu memiliki peran yang strategis pula terhadap konstelasi pengembangan perekonomian nasional.

2. Jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Wujud daerah tersebut, selain merupakan harapan tetapi juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras.

3. Kekayaan budaya Povinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain seperti kelembagaan lokal, sistem nilai, norma dan kepercayaan kehidupan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada jati diri budaya lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi, tanpa harus tercabut dari akar budayanya.  
4. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sumber daya alam seperti bahan tambang, energi dan sumber daya mineral serta sumber daya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan. 
5. Berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi, telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak kondisi pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kondusif, menjadi modal dasar pembangunan.
G. 
SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan secara singkat sejarah singkat pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tugas, wewenang dan kewajiban gubernur, Organisasi Perangkat Daerah, lingkungan strategis, tantangan, modal dasar daerah dan sistematika penyajian. 
BAB II      PERJANJIAN KINERJA

Menegaskan kembali secara singkat melalui matriks keterkaitan antara visi, misis, tujuan, dan sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (terlampir), dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (terlampir). 

BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
Dalam Bab ini menjelaskan pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2014, evaluasi akuntabilitas kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

BAB IV  PENUTUP

Memuat kesimpulan dari Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 dan saran yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada masa mendatang.[image: image1.png]
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